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BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERUM PEGADAIAN

2.1 
Tujuan dan Sasaran

Lapangan usaha Perum Pegadaian dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomis serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, maka Perum Pegadaian mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi pelaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

2. Mencegah praktik ijon, adanya pegadaian gelap dan pinjaman dengan sewa bunga yang tidak wajar lainnya.

3. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat.

2.2 
Kedudukan dan Status

Menurut ketentuan yang terdapat dilampiran Surat Keputusan Direksi PERUM Pegadaian No. Sm 2/1/29 tanggal 27 Oktober 1990, ditetapkan bahwa : PERUM Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkedudukan  didalam lingkungan Departemen Keuangan, dipimpin oleh suatu Direksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

Berdasarkan PPRI No. 7 Tahun 1969, Perusahaan Negara Pegadaian status hukumnya diubah menjadi Jawatan Pegadaian, tetapi masih tetap berkedudukan di liungkungan Departemen Keuangan, kemudian dalam UU No. 9 Tahun 1969 ditetapkan lain, usaha-usaha berbentuk perusahaan dibedakan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Perusahaan Jawatan (PERJAN)

PERJAN adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Indonische Bedrijven Wet (Stbl No. 419 Tahun 1927 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah).

2. Perusahaan Umum (PERUM)

Perum adalah perusahaan umum yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan yang termasuk dalam UU No. 19/ Pra Tahun 1960. Berhubung dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka berdasarkan PP No. 10 tahun 1950 Perusahaan Jawatan diubah menjadi Perusahaan Umum dan mulai berlaku tanggal 10 april 1990. Perusahaan tersebut dengan harapan dapat meningkatkan dan menunjang  pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang  ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. 

2.3
Tugas Pokok dan Fungsi Perum Pegadaian 

Dalam melaksanakan tugasnya, Perum Pegadaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengelola uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat

2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi perusahaan maupun masyarakat

3. Mengelola keuangan

4. Mengelola perlengkapan

5. Mengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

6. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana

7. Melakukan penelitian dan pengembangan

Tugas Perum Pegadaian erat hubungannya dengan tujuan perusahaan, karena materi tugas perusahaan merupakan cermin dari tujuan perusahaan, tugas dari Perum Pegadaian adalah :

1. Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional, melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai

2. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya

Sedangkan tugas pokok pada kantor cabang adalah :

1. Melakukan kegiatan operasional pemberian kredit berdasarkan hukum gadai.

2. Melaksanakan peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama Perum Pegadaian

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kantor cabang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan gadai.

2. Penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan.

3. Melakukan urusan lelang barang jaminan yang telah jatuh tempo.

4. Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran barang jaminan.

5. Melakukan urusan tata usaha dan pelaporan kegiatan cabang.

2.4 
Peraturan Menaksir dan Ketentuan Barang Jaminan

Menaksir adalah menentukan nilai atau harga perkiraan tertentu dari suatu barang yang akan dijadikan jaminan didasarkan kepada harga beli atau harga pasar dan peraturan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, untuk dapat menaksir suatu barang yang akan dijadikan barang jaminan harus ada faktor pokok yang perlu diketahui yaitu :

1. Perkiraan harga jadi atau pasaran dari barang yang bersangkutan.

2. Peraturan atau ketentuan yang berlaku pada Perum Pegadaian dalam suatu masa, ini sering mengalami  perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan harga.

Peraturan atau ketentuan menaksir sering berubah-ubah dan selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar pada suatu masa tertentu. Penentuan harga pasar ini pada garis besarnya ada 2 (dua) yaitu :

1. Harga pasar yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Perum Pegadaian, yang selanjutnya disebut Harga Pasar Pusat (HPP). HPP adalah  untuk barang yang sulit didapatkan ditempat umum karena kelangkaannya atau mahal harganya. Tujuan utama adalah untuk mengurangi resiko perusahaan dan mempermudah pengawasan. HPP ini hanya dikenakan untuk dua macam barang, yaitu : 

1. Barang yang terbuat dari logam, platina, emas dan perak.

2. Permata dan batu mulia dan intan.

2. Harga pasar yang penetapannya diserahkan  kepada daerah yang selanjutnya disebut HPD. HPD adalah untuk barang-barang yang sudah menjadi barang umum dan mudah didapat dimana-mana atau didapat di tempat penjualan umum.

Karena begitu pentingnya taksiran, sering dikatakan merupakan tulang punggung atau pangkal kegiatan dari maju mundurnya Perum Pegadaian. Dalam perum pegadaian Cabang Prambanan Yogyakarta untuk menaksir semua barang jaminan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan dalam menaksir barang tersebut adalah :

1. Tidak boleh sama atau melebihi harga pasar.

2. Tidak terlalu rendah dari harga pasar, kecuali karena ketentuan yang berlaku.

Harga dari suatu barang jaminan kredit terbagi atas dua bagian, yaitu :

1. Harga Intrinsik

Harga intrinsik ini terjadi pada logam mulia (emas, perak, platina) yaitu harga yang didasarkan pada suatu kadar (kekuatan) dan berat.

2. Harga Pasar

Yang dimaksud dengan harga pasar adalah suatu harga yang terjadi setelah diadakan tawar menawar pembeli dan penjual atau harga yang terjadi setelah ada kesepakatan antara pembelian penjual dalam arti yang wajar dan ditempatkan penjualan umum dipasar atau ditoko.

Berdasarkan kenyataan pada prinsipnya terhadap pemberian kredit atau uang pinjaman harus dengan barang jaminan (agunan) maka barang jaminan kredit itu digolongkan sebagai berikut :

1. Emas

Emas merupakan salah satu dari barang spesial yaitu barang yang mempunyai ciri khas dan hanya dapat dibeli ditempat tertentu saja.

2. Elektronik

Barang-barang ini merupakan barang konsumen yaitu barang-barang yang dibeli untuk dikonsumsikan, pembeliannya didasarkan atas kebiasaan membeli dari konsumen.

3. Sepeda motor atau mobil

4. Non Elektronik

Barang ini adalah barang yang dapat dijadikan jaminan yang mempunyai niai tukar, dan merupakan barang yang dibeli untuk dikonsumsikan oleh konsumen. Barang tersebut dapat berupa : Kain, mesin ketik dan lain sebagainya.

2.5 
Prosedur Akuntansi Kredit

Piutang pinjaman atau kredit yang diberikan adalah jasa yang diberikan kepada pihak lain yang timbul sebagai akibat adanya transaksi gadai. Klasifikasi piutang pinjaman di Perum Pegadaian terdiri dari :

1. Golongan A

Besarnya uang pinjaman (UP) ditetapkan berdasarkan Surat Edaran (SE)yang setiap diperlukan dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan atau situasi untuk yang pinjaman mulai dari Rp. 10.000,- s/d Rp. 40.000,- dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) bulan, golongan A ini dikenakan sewa modal sebagai berikut :

a. Untuk 1 s/d 15 hari dikenakan sewa modal 1,25 %

b. Untuk 1 s/d 30 hari dikenakan sewa modal 2,50 %

c. Biaya penyimpanan dan asuransi terdiri dari :

1. Golongan A Kantong / AK = Rp. 200,-

2. Golongan A Gudang / AG = Rp. 400,-

2. Golongan B

Untuk  yang pinjaman mulai dari Rp. 41.000,- s/d Rp. 150.000,- dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) bulan, golongan B ini dikenakan sewa modal sebagai berikut :

a. Untuk 1 s/d 15 hari dikenakan sewa modal 1,50 %.

b. Untuk 1 s/d 30 hari dikenakan sewa modal 3 %.

c. Biaya penyimpanan dan asuransi terdiri dari :

1. Golongan BK = Rp. 1000,-

2. Golongan BG = Rp. 2000,-

3. Golongan C

Untuk  yang pinjaman mulai dari Rp. 151.000,- s/d Rp. 500.000,- dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) bulan, golongan C ini dikenakan sewa modal sebagai berikut :

a. Untuk 1 s/d 15 hari dikenakan sewa modal 1,75 %

b. Untuk 1 s/d 30 hari dikenakan sewa modal 3,50 %

c. Biaya penyimpanan dan asuransi terdiri dari :

1. Golongan CK = Rp. 2000,-

2. Golongan CG = Rp. 4000,-

4. Golongan D1

Untuk  yang pinjaman mulai dari Rp. 510.000,- s/d Rp. 20.000.000,- dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) bulan, golongan D1 ini dikenakan sewa modal sebagai berikut :

a. Untuk 1 s/d 15 hari dikenakan sewa modal 1,75 %.

b. Untuk 1 s/d 30 hari dikenakan sewa modal 3,50 %.

c. Biaya penyimpanan dan asuransi terdiri dari :

1. Golongan DK = Rp. 5000,-

2. Golongan DG = Rp. 6000,-

5. Golongan D2

Untuk  yang pinjaman diatas Rp. 20.000.000,- dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) bulan, golongan D2 ini dikenakan sewa modal sebagai berikut :

a. Untuk 1 s/d 15 hari dikenakan sewa modal 1,75 %.

b. Untuk 1 s/d 30 hari dikenakan sewa modal 3,50 %.

c. Biaya penyimpanan dan asuransi terdiri dari :

1. Golongan DK = minimal Rp. 8000,-

2. Golongan DG = minimal Rp. 10.000,-

Prosedur pemberian kredit yaitu nasabah datang membawa barang jaminan ke Pegadaian (pada loket penaksir yang sesuai dengan barang jaminan yang dibawa), Kemudian penaksir menerima barang jaminan dari nasabah menetapkan besarnya  nilai taksiran dan uang pinjamannya. Untuk jumlah tertentu diputuskan oleh Kuasa Pemutus Kredit (KPK). Nilai taksiran dan uang pinjaman dicatat pada Buku Taksiran Kredit (BTK), kemudian menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK), dan SBK dibuat rangkap 2 (dua) dan didistribusikan sebagai berikut :

· Lembar pertama (asli) diserahkan kepada nasabah.

· Kitir “Luar”  lembar kedua di tempelkan pada barang jaminan.

· Kitir “Dalam” atau badan SBK  lembar kedua dikirimkan kekasir.

Kasir menerima SBK lembar satu atau asli dari nasabah dan penaksir selanjutnya memeriksa keabsahannya, kemudian penaksir menyiapkan pembayaran, dan tanda “ bayar” pada SBK asli dan lembar kedua. SBK lembar pertama atau asli beserta uangnya diserahkan kepada nasabah, SBK lembar kedua didistribusikan sebagai berikut  :

· Kitir “dalam” atau badan SBK diserahkan ke Bagian  Administrasi atau Pegawai Pencatat Buku Kredit dan Pelunasan.

· Kitir “dalam” atau badan SBK sebagai dasar pencatatan pelaporan Harian Kas. 

Bagian Administrasi mencatat transaksi pemberian kredit semua golongan berdasarkan kitir “dalam” atau badan SBK yang diterima dari Kasir dalam Kas Kredit rangkap 2 (dua). Pada akhir tutup kantor, berdasarkan Badan SBK dan BKP dibuat Rekapitulasi Kredit dan dicatat pada ikhtisar Kredit dan Pelunasan. Bagian Gudang menerima Barang Jaminan yang ditempelkan kitir “luar” SBK dengan BKP lembar 2 (karbonis), kemudian menyimpannya.
Penetapan besarnya uang pinjaman diatur sebagai berikut :

· Golongan  A ditetapkan 
90 % x Taksiran  

· Golongan  B ditetapkan 
85 % x Taksiran  

· Golongan  C ditetapkan 
85 % x Taksiran  

· Golongan  D1 ditetapkan 
84 % x Taksiran  

· Golongan  D2 ditetapkan 
81 % x Taksiran  

Hal ini disebabkan jumlah uang pinjaman ditambah uang beban tidak boleh melebihi uang taksiran (UP + UB = Taksiran).

2.6 
Prosedur Akuntansi Pembayaran

Pelunasan pinjaman yang diberikan adalah penerimaan sejumlah uang yang berasal dari nasabah sebagai pelunasan  atau transaksi gadai yang diberikan. Penerimaan dari pelunasan pinjaman yang diberikan diakui dan dicatat pada saat uang diterima oleh kasir. Besar nilai atas pinjaman yang diberikan adalah sebesar jumlah pinjaman pokok ditambah sewa modal.

· Berdasarkan Surat Edaran (SE) No. 40/ 1993 tgl 29 Oktober 1993 menetapkan batas waktu pelunasan kredit adalah sebagai berikut : 

1. Kredit boleh diperpanjang atau diangsur setiap saat sebelum tanggal jatuh tempo.

2. Lelang barang jaminan tetap akan dilaksanakan dua kali dalam satu bulan, dilaksanakan pada bulan kelima sekitar tanggal 15 untuk kredit tanggal 1 s.d 15 dan akhir bulan  untuk tanggal 16 s.d akhir bulan.

3. Masa tunggu lelang (yaitu bulan lelang) maksimum15 hari dan tak dikenakan sewa modal.

4. Golongan huruf-huruf besar A, B, C, D1, D2 yaitu tidak dilunasi sampai dengan akhir bulan keempat (bulan kalender) terhitung dari bulan pemberian kreditnya, maka barang jaminan  dilelang pada awal bulan kelima (bulan kalender).

· Prosedur pelunasan yaitu nasabah menyerahkan Surat Bukti Kredit kepada Pegawai Penghitung Sewa Modal. SBK asli diperiksa keabsahannya. Kemudian menghitung sewa modalnya dan mencantumkannya pada badan SBK disertai parafnya. Selanjutnya menyerahkan kembali SBK yang telah dihitung sewa modalnya kepada nasabah.

· Kasir memeriksa SBK asli tentang kelengkapan data dan keabsahannya, kemudian menerima pembayaran dari nasabah (pokok pinjaman dan sewa modalnya). Setelah itu membubuhkan cap “ lunas “ dan memberi paraf pada badan SBK dan kitir-kitirnya. SBK didistribusikan sebagai berikut :

· Kitir  “dalam” disimpan dan sebagai dasar pencatatan dalam laporan harian berkas.

· Kitir “dalam” atau badan SBK diserahkan kepada bagian administrasi sebagai dasar pencatat pada Buku Kredit dan Pelunasan.

· Kitir “Luar” dan tanda bukti pelunasan diserahkan kepada nasabah untuk pengambilan barang jaminan dari pemegang gudang .

· Kitir “Luar” diserahkan kepada pemegang gudang sebagai dasar pengeluaran barang jaminan.

Bagian administrasi mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar Badan SBK yang diterima dari kasir, sesuai dengan golongan dan bulan kreditnya pada Buku Kredit dan pelunasan, Kas Debet rangkap dua.

Bagian Gudang mencocokkan nomor kitir “luar” yang diterima dari kasir dengan nomor barang jaminan yang ditebus, apabila telah sesuai segera menyerahkan barang jaminan kepada nasabah.

Perhitungan sewa modal, bunga kredit pada Perum Pegadaian dihitung setiap hari. Misalnya barang digadaikan pada tanggal 1 April 1998, kemudian dilunasi pada tanggal 15 April 1998, maka bunga  kredit untuk golongan A adalah 1,25%, sedangkan golongan B adalah 1,50%, C adalah 1,75%, golongan D1 adalah 1,75% dan  golongan D2 adalah 1,75%, dan jika pelunasan dilakukan pada  tanggal 17 April 1998, maka bunga yang dikenakan dianggap 1 bulan atau 30 hari, dan bunga yang dikenakan adalah dua kali jumlah sewa modal minimal.

Contoh kasus penghitungan sewa modal :

Seorang nasabah memperoleh kredit dari Perum Pegadaian tanggal 1 Juli 1998 sebesar Rp 100.000,- dengan barang  jaminan  emas kemudian tanggal 14 Juli 1998, pinjaman dilunasi ,jumlah uang  pinjaman yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

· Pinjaman dibayar dalam 13 hari dari Golongan BK, maka bunga Kredit  yang dibebankan sebesar 1,50% meskipun jangka waktu pinjamannya belum genap 15 hari , jadi jumlah uang yang harus dibayar sebesar : 

Pinjamanya (15 hari)                   
Rp 100.000 ,-



Bunga 1,50%
* pinjaman

Rp     1.500 ,-
 +



Total




Rp 101.500,-

Apabila pinjaman dilunasi pada tanggal 18 Juli 1998,maka
jumlah uang yang harus dilunasi adalah :



Pinjaman
(30 hari)

Rp 100.000,-



Bunga
 3,0% * pinjaman

RP     3.000,-
+



Total




Rp 103.000,-

